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RANCANGAN  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .... 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: a.   bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di 

Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau 
kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan 

negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai 
aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu 

dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, 
yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna 
memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 b.  bahwa adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga 
negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu 
yang radikal atau organisasi lain yang bermaksud 

melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada 
tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar 
negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan 

berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial 
budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 

hubungan internasional;  
c.        bahwa organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada 

tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, 
dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah 

menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang 
bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam 
perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun 

internasional; 
d.   bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih 

kokoh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan 

perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang; 
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e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang; 
 
 

Mengingat: 1.  Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK 
PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.  

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), diubah sebagai 
berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

2. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, 
militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau 

Korporasi. 

3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 
hukum, termasuk yang berada di luar negeri. 

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik 

dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan 
menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang,  

termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. 

5. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum 
berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik 

dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik 
atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang 
atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki 

seseorang atau masyarakat. 

6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia 

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

7. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler 
asing beserta anggota-anggotanya. 

8. Deradikalisasi adalah proses tindakan yang dilakukan dengan tujuan 
agar orang perseorangan atau kelompok orang tidak melakukan 
perbuatan atau pemikiran yang menuntut suatu perubahan yang 

diungkapkan secara keras atau ekstrim yang mengarah pada Tindak 
Pidana Terorisme. 

9. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup 
struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi 
internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau 

organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-
Bangsa. 

10. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak 
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

11. Obyek Vital yang Strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang 

mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta 
keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional. 

12. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan  

masyarakat secara umum. 

13. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis 

mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan 
peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk 
menimbulkan ledakan. 

 
 
 
 



 4 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan yang:  

a.  menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 
meluas; 

b.  menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, 
atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau 

c.  mengakibatkan kerusakan atau kehancuran  terhadap Obyek Vital 

yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas 
internasional, 

dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. 
 

3. Di antara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 10A 
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 

membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau 

mengeluarkan dari Indonesia Bahan Peledak, senjata kimia, senjata 

biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, 

dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  20  

(dua puluh) tahun. 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial 

sebagai Bahan Peledak atau  memperdagangkan komponen, senjata 

kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, atau 

radioaktif, untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama  7 (tujuh) tahun. 

(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun. 

(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari 

Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana 

Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 
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4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A 

dan Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12A 
(1) Setiap Orang yang dengan maksud dan melawan hukum mengadakan 

hubungan dengan Setiap Orang yang berada di dalam negeri dan/atau 

di luar negeri atau negara asing akan melakukan atau melakukan 

Tindak Pidana Terorisme di Indonesia atau di negara lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 

(dua belas) tahun. 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang 

untuk menjadi anggota Korporasi yang dinyatakan sebagai Korporasi 

terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

dan paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan 

Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun. 

Pasal 12B 
(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti 

pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, 

mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, atau 

merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti 

pelatihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(2) Setiap Orang yang membuat, mengumpulkan, dan/atau 

menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik tertulis maupun digital 

yang diketahui atau patut diketahuinya digunakan atau yang akan 

digunakan untuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun. 

(3) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) jika perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan wilayah 

atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau 

sebagian dari kekuasaan pemerintah yang di negara tersebut atau jika 

perbuatan tersebut dimaksudkan untuk meniadakan atau mengubah 

secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerah lain. 

(4) Selain pidana pokok, setiap warga negara Indonesia yang merupakan 

pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

pencabutan paspor.  

(5) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap 

warga negara Indonesia yang merupakan pelaku Tindak Pidana 

Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

dapat dicabut kewarganegaraannya oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(6) Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, 

pelatihan paramiliter, pelatihan lainnya, dan/atau ikut perang di luar 

negeri untuk Tindak Pidana Terorisme, pejabat yang berwenang dapat 

mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

5. Di antara Pasal  13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A 
yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13A 
Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau 

perilaku, tulisan, atau tampilan yang dapat mendorong perbuatan atau 
tindakan Kekerasan atau anarkisme atau tindakan yang merugikan 
individu atau kelompok tertentu dan/atau merendahkan harkat dan 

martabat atau mengintimidasi individu atau kelompok tertentu yang 
mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. 

 
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk 

melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, dan 

Pasal 12B, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

 

 
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau 

pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, 

Pasal 12, Pasal 12A, dan Pasal 12B, dipidana dengan pidana yang sama 

sebagai pelaku tindak pidananya. 

(2) Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan yang dipidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada niat atau kesengajaan 

itu telah ternyata dari adanya persiapan perbuatan. 

 
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 16A 

(1) Dalam hal Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh anak, pidana yang 

dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Sistem 

Peradilan Pidana Anak.  

(2) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme melibatkan anak, pidana 

yang dijatuhkan ditambah ½ (setengah) dari pidana yang diancamkan. 

 



 7 

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 25 
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam 

perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum 
acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan 
penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 180 (seratus 
delapan puluh) hari. 

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu paling lama 60 

(enam puluh) hari. 
(4) Untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh 

penuntut umum berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari. 

(5) Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang oleh hakim 

pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.  
(6) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (5) guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang oleh ketua 
pengadilan negeri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. 

 

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 28 
Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang 
diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) hari. 
 

11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 28A 
Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana 
Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

berkas perkara dari penyidik diterima. 
 

12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 31 

(1) Berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, penyidik 
berwenang: 
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos 

atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan 
perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan 

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain 
yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan 
melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, atau untuk mengetahui 

keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. 
(2) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 
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13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(1a) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang 

dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. 

(1a) Pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat pembicaraan jarak jauh dengan 

menggunakan layar monitor. 

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan 

orang lain yang bersangkutan dengan Tindak Pidana Terorisme 

dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain  yang 

memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.  

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. 

 

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 33 

Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan 
petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak 
Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau 
hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan 
perkara. 

 
15. Di antara Bab VII dan Bab VIII ditambahkan 2 (dua) bab, yakni Bab VIIA 

dan Bab VIIB yang berbunyi sebagai berikut: 
 

 BAB VIIA 

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME 
 

 
Pasal 43A 

(1) Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik 

atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap Setiap 
Orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana 
Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu 

yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam 
waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi nasional 
penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. 

(3) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana 

Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. pencegahan; 

b. pelindungan; 

c. deradikalisasi; 

d. penindakan; 

e. penyiapan kesiapsiagaan nasional; dan 

f. kerja sama internasional. 
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(4) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dilakukan terhadap: 

a. tersangka; 

b. terdakwa; 

c. terpidana; 

d. narapidana; 

e. mantan narapidana;  

f. keluarganya; dan/atau 

g. orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana 

Terorisme. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi nasional 

penanggulangan Tindak Pidana Terorisme diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 43B 
(1) Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana 

Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai 
dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh 
lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan 

penanggulangan terorisme. 
(2) Peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  

 

BAB VIIB 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 43C 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap 

perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Menjadi Undang-Undang. 

 
16. Ketentuan Pasal 46 dihapus. 

 

17. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
46A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 46A 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang 
ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis 
terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme. 
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Pasal II 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

 
     Disahkan di Jakarta 
     pada tanggal ... 

     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
      

       JOKO WIDODO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ... 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

YASONNA H. LAOLY 
 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
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RANCANGAN  

PENJELASAN  
ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .... 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG 
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 

TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG  
 

I. UMUM 
 
Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia 

digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa 
terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta 

terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sehingga penanggulangan Tindak Pidana Terorisme perlu 
dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi 

aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang 
aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara 
Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah 

ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain 
yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada 
Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah 

menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan 
politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan 

mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan 
lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara 

nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang 
bersifat masif yang apabila tidak segera diatasi mengancam perdamaian 
dan keamanan, baik nasional maupun internasional. 

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kokoh guna 
menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan 

pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi 
kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan 
perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan 

antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, 
serta kondisi sosial politik di Indonesia.  

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan Undang-
Undang. 

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, 

antara lain: 
a. kriminalisasi dan penalisasi baru terhadap berbagai modus baru 

Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti 
pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana 

Terorisme; 
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b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 
Terorisme, baik percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan 

untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme; 
c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada 

pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan 
kegiatan Korporasi; 

d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan paspor dan 

pencabutan kewarganegaraan Indonesia yang dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

e. di luar proses pengadilan, pejabat yang berwenang dapat mencabut 
paspor dan mencabut kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap 

setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelatihan militer, 
paramiliter, dan pelatihan lainnya dan/atau ikut perang di luar 
negeri untuk Tindak Pidana Terorisme; 

f. kekhususan terhadap hukum acara pidana (lex specialis) seperti 
penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan 

penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta 
penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut 
umum; 

g. penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi 
terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang 

dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan penanggulangan terorisme. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal I 

Angka 1 
Pasal 1 

  Cukup jelas. 
 

Angka 2 

  Pasal 6 
   Cukup jelas. 
 

Angka 3 
Pasal 10A 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak 

atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, citra. 

 

Angka 4 
Pasal 12A 

Cukup jelas. 
Pasal 12B 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pelatihan lain” misalnya pelatihan 
teknologi informasi dan pelatihan merakit bom. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “ikut perang" antara lain ikut 

membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam 
perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir. 

 
Angka 5 

Pasal 13A 

Cukup jelas. 
 

Angka 6 
Pasal 14  

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual. 

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara lain, 
melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau 
uang atau janji-janji. 

 
Angka 7 

Pasal 15 
Ketentuan Pasal ini merupakan aturan khusus, karena itu 
tidak berlaku ancaman pidana pada percobaan dan 

pembantuan tindak pidana yang pada umumnya dikurangi 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana. Aturan ini juga dilakukan 
perluasan adanya percobaan, pembantuan, atau permufakatan 

jahat apabila ada niat atau kesengajaan dalam bentuk apapun. 
Untuk itu, telah nyata dari adanya “persiapan perbuatan” (voor 
bereidigings handeling) yang sekarang dapat dipidana. 
Pembantuan dalam ketentuan ini adalah pembantuan sebelum, 

selama, dan setelah kejahatan dilakukan. 
 

Angka 8 

Pasal 16A 
Cukup jelas. 

 
Angka 9 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
 

Angka 10 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

 
Angka 11 

Pasal 28A 

Cukup jelas. 
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Angka 12 
Pasal 31 

Ayat (1)  
Cukup jelas. 

Ayat (2)  
 Laporan atau pertanggungjawaban merupakan bagian dari 

pelaksanaan audit. 

 
Angka 13 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
 

Angka 14 
Pasal 33 

Cukup jelas. 

 
Angka 15 

Pasal 43A 
Ayat (1) 

Ditempatkan pada tempat tertentu dilakukan dalam rangka 

program deradikalisasi dengan cara reidentifikasi, 
rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan cara lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “penindakan” adalah 
penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme yang dilakukan oleh petugas 

penegak hukum. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 43B 
  Cukup jelas. 
 

Pasal 43C 
  Cukup jelas. 

 
Angka 16 

Cukup jelas. 
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Angka 17 
Pasal 46A 

Cukup jelas. 
 

Pasal II 
 Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR... 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


